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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI SERIC
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No.503/ 9918 /C/DPPB No. 031933

BUPATI BEKASI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Takun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No, 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,

4. Peraturan Daerab Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bekasi No. 7 Tahun 1996 tentang Izin
Mendirikan Bangunan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi,

7. Keputusan Bupati Bekasi No. 49 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan Kabupaten Beloasi. T, B

8. Gambar Rencana Tapak Nomor : GOS/OTDPPRA00S Tgi 22-09-2045

D.5.T

MEMUTUSKAN

BT. PEMBANGIINAN DFELTAMAS

i;‘::ﬂt Kota Dedia Mas Ji Tol Jakarta Ciiampek Kin 37 Cikarang Pusat
Jenis Bangunan - SEROLAH
Luas Bangunan : o Terlanapir
Konstruksi : Pondasi ; Tiang pancasng, Tiang: Besl Baja, H-{:‘:igka: Resi Haja.
Dinding ; Ratu bata. Atap; Genteng Karangpilang.
Famdal  ; Worsmii JATEN  BEKAS
Terletak di : Desa/Kelurahan Qulcassal e R Cikarang Pusa

Kabupaten Bekasi,

SEROLARH '
terlampir dengan Surat Permohonan No, - Tanggal 1 Maret 2006
Menyetujui gambar terlampir dan diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bekasi Tahun 2003 - 2013,

DmE syarat-syarat ;

1. Garis Sempadan bangunan muka, belakang dan samping yang syah tidak bolch dilanggar.

2. Tidak boleh merubah Jenis Bangunan atau merubah Luas Bangunan yang telah dizinkan
sesuai dengan permohonan tersebut diatas.

3. Gambar terlampir yang sudah disyahkan oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten
Bekasi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan izin akan dicabut kemtbali bila tidak terdapat
persesuaian. B

4. Gambar Bangunan yang disyahkan senantiasa ditempel/dipasang pada lokasi suatu pekerjaan.

5. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan
dengan pihak ketiga.

6. Bila terjadi mutasi bangunan maka Pemilik baru diharuskan melaporkan kepada Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan IMB yang baru,

Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB ini atau ternyata

terdapat kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya.
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PASER AN. BUPATI BEKASI
EJBRALA DINAS PENATAAN DAN
PENGAWASAN BANGUNAN




